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URAIAN JUMLAH
D.2.8
Jumlah Beban Operasional
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional
KEGIATAN NON OPERASIONAL
D.3 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
D.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0
Lainnya
D.5 Surplus/ (Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
D.6 SURPLUS/ (DEFISIT) - LO . 1o

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas
transaksi perolehan Investasi dan hasilnya sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
URAIAN
EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *(90 KEL - 8 DEL) 82

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
EKUITAS AKHIR
7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan

Investasi sebagai berikut:
NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

Aset

Investasi Jk Panjang — Nonpermanen *(90 perolehan + 2

amortisasi)
Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban

Ekuitas 92

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 133 -

F. Ilustrasi 6: Pendapatan Bunga dan Amortisasi Investasi Nonpermanen

Berupa Obligasi Jangka Panjang yang Diperoleh secara Premium

Pada tahggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan Investasi
Nonpermanen dengan membeli obligasi jangka S (lima) tahun dengan
nominal Rp100 juta (seratus juta rupiah) secara premium sebesar Rp110
juta (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan dokumen SP2D. Bunga
obligasi dibayar sebesar Rp8 juta (delapan juta rupiah) pada Desember.
Nilai selisih lebih antara Nilai Nominal dengan nilai perolehan berupa
premium sebesar Rpl0O juta (sepuluh juta rupiah) dilakukan amortisasi
selama umur obligasi. Diilustrasikan nilai amortisasi dalam satu tahun
adalah Rp2 juta (dua juta rupiah).

1. Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan atas pembelian obligasi

pada buku besar kas dan pengakuan Investasi Nonpermanen pada

buku besar akrual:

Investasi Jangka Pengeluaran
XX Panjang Pembiayaan —
Nonpermanen Pembelian
Obligasi
3XXX Ditagihkan ke 110 | 3XXXXX Ditagihkan ke 110
XX Entitas Lain Entitas Lain

2. Jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas atas pendapatan

bunga obligasi:

8 3XXXXX Diterima dari

Entitas Lain

"3XXXXX Diterima dari

Entitas Lain
42XXXX Pendapatan 8 | 42XXXX Pendapatan 8
| Bunga

Bunga
3. Jurnal pada buku besar akrual untuk mencatat hasil perhitungan

amortisasi atas obligasi premium:

42XXXX Pendapatan Bunga

12XXXX Investasi Jangka 2 |- - .
Panjang
Nonpermanen
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4. Penyajian transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan dan
pendapatan bunga obligasi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)
Realisasi | Realisasi
No Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian s.d. Saat di Atas
ini (bawah)
Anggaran
(6) =(4) -
(1) (2) (3) (4) (5) (7) = (3-6)
(5)
B.1 PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
B.l.a | PENERIMAAN 8 8 0 8 0
NEGARA
B.2 BELANJA NEGARA
Belanja 0 0 0 0 0
B.3 PEMBIAYAAN
B.3.a | Pengeluaran 110 110 0 110 0
Pembiayaan
SN Laporah Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi

pendapatan bunga obligasi dan amortisasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN JUMLAH
D.1 KEGIATAN OPERASIONAL
D.1.1 PENDAPATAN PNBP
Pendapatan Bunga (8 kas - 2 6
amortisasi)
Jumlah Pendapatan Operasional 6
D.2 BEBAN OPERASIONAL
D.2.1
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URAIAN JUMLAH
D.2.2 Beban
D.2.8
Jumlah Beban Operasional
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan 0
Operasional

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.3 Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non 0
Lancar

D.4 Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non 0
Operasional Lainnya

D.5 Surplus/ (Defisit) dari Pos Luar Biasa

D.6 SURPLUS/(DEFISIT) - LO. o 6

Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas
transaksi perolehan Investasi dan hasilnya sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN JUMLAH

EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *(110 KEL - 8 102

DEL)
KENAIKAN/ (PENURUNAN) EKUITAS
EKUITAS AKHIR

Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan

Investasi sebagai berikut:
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NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

Rp
Aset T 0s
Investasi Jk Panjang — Nonpermanen *(110 perolehan-2 amortisasi) - \A1‘08‘: ‘
Kewajiban dan Ekuitas O
Kewajiban . 0
Ekuitas T

[lustrasi 7: Realisasi Perolehan Investasi Secara Anggaran Pembiayaan

Pada tanggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan realisasi Investasi
penyertaan modal negara pada PT ABC melalui anggaran pembiayaan TA
20X1 sebesar Rpl00 milyar. Nilai outstanding Investasi Pemerintah di
Neraca 1 Januari 20X1 sebesar Rpl milyar. Atas transaksi ini UAKPA
BUN melakukan pencatatan penambahan aset Investasi Jangka Panjang

di Neraca dan mencatat transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan-—

penyertaan modal negara di LRA.

1. Jurnal pada buku besar akrual saat dilakukan komitmen

pengeluaran pembiayaan sebagai pelaksanaan anggaran BUN

Investasi Pemerintah:

7 2XXXX Pengeluaran
pembiayaan -
Penyertaan Modal

Negara

23XXXX Dicadangkan 100.000 | - -
untuk '
komitmen
pengeluaran

pembiayaan

2. Jurnal pada buku besar akrual saat adanya resume tagihan atas

pengeluaran pembiayaan—-penyertaan modal negara yang ditandai

dengan dokumen SPP/SPM Investasi Pemerintah:

a. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan penyertaan

modal negara:
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Dicadangkan 100.000

untuk
pengeluaran
pembiayaan .

T2XXXX Pengeluaran 100.000 | - - -

pembiayaan —

Penyertaan

Modal Negara

b. Jurnal resume tagihan atas Investasi Pemerintah:

12XXXX Investasi 100.000 - -
Jangka Panjang -
21XXXX Pengeluaran 100.000 | - = - -

pembiayaan
yang masih
harus
dibayar

3. Pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN, dilakukan pencatatan dan

penjurnalan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan-—

penyertaan modal negara pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar

Kas sebagai berikut:

21XXXX  Pengeluaran 100.00 ~ | 72XX Pengeluaran  100.00
Pembiayaan 0 XX Pembiayaan 0
yang Masih — Penyertaan
Harus Dibayar Modal
Negara
3XXXXX Ditagihkan 100.00 | 3XXX Ditagih 100.0
ke  Entitas 0 | XX kan ke 00
Lain Entitas
Lain

4. Bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas

pengakuan investasi sebagai berikut:

www.jdih.kemenkeu.go.id { _»



- 138 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

(dalam jutaan rupiah)

Realisasi | Realisasi di
No Uraian ' Pagu Realisasi | Pengembalian s.d. Saat Atas
ini (bawah)
' Anggaran
(1 @ & @ ) S RO pERS
. (5)
B.1 PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
B.1l.a PENERIMAAN 0 0 0 0 ' 0
NEGARA
B.2 BELANJA
NEGARA
Belanja 0 0 0 0 0
B.3 PEMBIAYAAN
B.3.a | Pengeluaran 100.000 100.000 0 100.000 0
Pembiayaan —
Penyertaan
Modal Negara

5. Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Operasional (LO) atas
transaksi pengakuan Investasi sebagai berikut:
LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH

D.1 KEGIATAN OPERASIONAL
D.1.1 PENDAPATAN PNBP 0

Jumlah Pendapatan Operasional
D.2 BEBAN OPERASIONAL
D.2.1
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URAIAN JUMLAH
D.2.2 Beban
D.2.8
Jumlah Beban Operasional 0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional ' 0
KEGIATAN NON OPERASIONAL —
D.3 Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
D.4 Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
D.5 Surplus/ (Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
D.6 SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) “atas

transaksi pengakuan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN

. JUMLAH

EKUITAS AWAL (1Januari 20X1)

SURPLUS/(DEFISIT) - LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Lain-lain

ol O O ©

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS

EKUITAS AKHIR

Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan

investasi dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai

berikut:
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NERACA
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 30 Juni 20X1 (dalam jutaan rupiah)

Rp
aset ' . loiooo
Piutang PNBP o
Investasi Jk Panjang — Permanen* 101.000
Kewajiban dan Ekuitas . 1oiooe
Kewajiban N | O
Ekuitas 101.000

Catatan: * Rpl0O1 milyar adalah saldo awal Rpl milyar ditambah

perolehan investasi tahun anggaran berjalan Rp100 milyar.

Ilustrasi 8: Penyesuaian dan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan
Tertagih

Pada tanggal 1 Januari 20X1, penyajian di Neraca atas nilai perolehan
Investasi Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir sebesar Rpl100

milyar, dan nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp100 juta.

NERACA
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 1 Januari 20X1 (jutaan rupiah)

, Rp

Aset . 99900

Piutang PNBP 0
100.000

Investasi Nonpermanen — Dana Bergulir

Dana Bergulir Diragukan Tertagih*

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban

Ekuitas 99.900

Pada tanggal 31 Desember 20X1, berdasarkan laporan kualitas piutang

pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Satker BLU yang ada pada
kementerian negara/lembaga bahwa penyisihan piutang tidak tertagih
BLU atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp150 juta.

Dalam rangka penyajian nilai bersih investasi nonpermanen yang dapat

direalisasikan atas tagihan dana bergulir, terdapat penyesuaian nilai
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dana bergulir diragukan tertagih yaitu penyesuaian kenaikan sebesar
RpSO0 juta.

Atas transaksi ini UAKPA BUN melakukan penyesuaian nilai dana
bergulir diragukan tertagih di Neraca dari semula Rpl100 juta menjadi
Rp150 juta. Sedangkan investasi nonpermanen berupa tagihan dana
bergulir sebesar Rpl100 milyar di Neraca tidak mengalami penyesuaian
nilai.

1. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual untuk dicatat

menambah nilai dana bergulir diragukan tertagih di Neraca dan

mencatat beban dana bergulir diragukan tertagih di LO:

‘ Beban Dana
Bergulir
Diragukan
Tertagih

12XXXX Dana 50 . - -

Bergulir

Diragukan

Tertagih
2. Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

atas pencatatan penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih
sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(jutaan rupiah)

Realisasi Realisasi di
Pengem
No Uraian Pagu Realisasi |- s.d. Saat Atas (bawah)
balian
ini Anggaran
©) = (4) - )
(1) (2) (3) 4) (5) (7) = (3-6)
(5)
B.1 PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
B.1l.a PENERIMAAN 0 0 0 0. 0
NEGARA
B.2 BELANJA
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Realisasi Realisasi di
No Uraian Pagu Realisasi e s.d. Saat Atas (bawah)
balian o
ini Anggaran
(1) (2) (3) (4) () o= - (7) = (3-6)
()
NEGARA
Belanja 0 0 0 0 0
B.3 PEMBIAYAAN
B.3.a | Pengeluaran 0 0 0 0 0
Pem biayaan -
Penyertaan Modal
Negara
3. Laporan Operasional (LO) atas pencatatan penyesuaian dana bergulir
diragukan tertagih sebagai berikut:
LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Jutaan Rupiah)
) URAIAN JUMLAH
D.1 KEGIATAN OPERASIONAL
D.1.1 PENDAPATAN PNBP 0
Jumlah Pendapatan Operasional » 0
D.2 BEBAN OPERASIONAL T
D.2.1
D.2.2 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 50
D.2.8
Jumlah Beban Operasional . :’;5’501:;
Surplus/ (Defisit) dafi Kegiatan Operasional (5())
KEGIATAN NON OPERASIONAL (
D.3 » Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
D.4 Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
D.5 Surplus/ (Defisit).dari Pos Luar Biasa 0
D.6 SURPLUS/(DEFISIT) - LO i (BoY
4. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas

pencatatan penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih sebagai

berikut:

=
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Jutaan Rupiah)

URAIAN

JUMLAH

EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)

99900

SURPLUS/(DEFISIT) - LO

(50)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Lain-lain

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS

EKUITAS AKHIR

Laporan Keuangan berupa Neraca atas pencatatan penyesuaian dana

bergulir diragukan tertagih yang disajikan pada tanggal 31 Desember

20X1 sebagai berikut:
NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengeiolaan Investasi Pemerintah

per 31 Desember 20X1 (jutaan rupiah)

Aset

Piutang PNBP

Investasi Nonpermanen — Dana Bergulir

Dana Bergulir Diragukan Tertagih*

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban

Ekuitas

99.850

Catatan: * Rp150 juta (seratus lima puluh juta rupiah) adalah saldo

awal Rpl00 juta (seratus juta rupiah) ditambah penyesuaian dana

bergulir diragukan tertagih tahun anggaran berjalan RpS0 juta (lima

puluh juta rupiah).
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BAB VII
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
dengan basis akuntansi akrual disusun sebagai pedoman dalam penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan PP 71/2010. Dengan adanya Modul ini, semua entitas yang
memperoleh penugasan dalam pengelolaan Bagian Anggaran BUN Investasi
Pemerintah (BA BUN 999.03) diharapkan dapat menyajikan Laporan
Keuangan Investasi Pemerintah berbasis akrual sebagai wujud akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan Investasi Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan
diharmonisasi pengaturan sistemnya dengan rancangan sistem aplikasi
Investasi Pemerintah yang komprehensif sehingga entitas dapat menghasilkan
Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.
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